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BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR { TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL

KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan  Kemampuan Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 6057);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah  Kabupaten
Pemalang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 195)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA
DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2021.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

8.

=

Daerah adalah Kabupaten Pemalang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

Pimpinan DPRD adalah ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang.
Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Pemalang.

Kemampuan Keuangan Daerah adalah Kklasifikasi suatu daerah untuk
menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan
berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan
komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan
untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses
kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.

Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan
kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang
berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna
melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-
hari.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan
dengan peraturan daerah.

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
a. tinggi;

b.

C.

sedang; dan
rendah.

Pasal 3

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah untuk kabupaten diatur
sebagai berikut :

a.

b.

di atas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah)
dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;

Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan
Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan
pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan

di bawah Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan
pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
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BAB III
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

(1) Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021 dihitung berdasarkan realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah
besaran pendapatan umum daerah dikurangi Belanja Pegawai Aparatur Sipil
Negara.

(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji
dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

(4) Kemampuan Keuangan Kabupaten Pemalang termasuk dalam kelompok
Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi berdasarkan hasil perhitungan
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PEMALANG

Pasal 5

(1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif yang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi ketua
DPRD.

(2) Besaran Tunjangan Reses yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 (empat) sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD.

(3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan perorang per bulan.

(4) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat
Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan Reses.

BAB V
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN PEMALANG

Pasal 6

(1) Besaran Dana Operasional yang diberikan kepada ketua DPRD berdasarkan
Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
sebanyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD.

(2) Besaran Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD
berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 sebanyak 4 (empat) kali uang representasi wakil ketua DPRD.

(3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dibayarkan mulai tanggal 2 bulan Januari 2021.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 1), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 4 Januari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PEMALANG SETDA KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd SRI SUB rK’I‘U, SH, MS.i
biga Tingkat I

NIP. 19650218 199203 1 006

MOHAMAD ARIFIN
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 1
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2021

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO. URAIAN REALISASI TAHUN ANGGARAN 2019
I PENDAPATANUMUM Rp 1.598.213.550.639
1. Pendapatan Asli Daerah Rp 350.559.139.753
2. | Dana Bagi Hasil B Rp 24.594.205.886
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Rp 24.594.205.886
Dana Bagi Hasil Pajak 7 Rp 22.868.521.446
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 1.725.684.440
3 | Dana Alokasi Umum Rp 1.223.060.205.000
11 BELANJA PEGAWAI Rp 929.978.548.739
1 | Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 891.739.853.941
Gaji Pokok PNS Rp 517.398.933.957
Tunjangan Keluarga Rp 48.014.245.851
Tunjangan Jabatan Rp 5.629.808.000
Tunjangan Fungsional - Rp 35.636.983.000
Tunjangan Fungsional Umum Rp 8.254.225.000
Tunjangan Beras - Rp 24.659.387.100
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rp 2.720.958.399
Pembulatan Gaji . Rp 7.734.539
Iuran Asuransi Kesehatan - Rp 14.532.993.072
Tunjangan Kompensasi - Rp 249.110.000
luran Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 4.244.967.708
Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp 229.284.409.915
Tambahan Penghasilan Guru PNSD Rp 333.250.000
Tunjangan Khusus Guru ) Rp 772.847.400
2 | Tambahan Penghasilan PNS Rp 38.238.694.798
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG | Rp 668.235.001.900

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI




